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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Realitas menunjukkan tidak semua daerah mampu Uepds dari
pemerintah pusat, dikarenakan tingkat kebututegmdaerah berbeda. Maka
dalam kenyataannya, pemerintah pusat tidak dapas leangan begitu saja
terhadap kebijakan otonominya. Hal ini tidak hamgdihat dalam konteks
kerangka hubungan politis dan wewenang daerahymguga terlihat dalam
hubungan keuangan antara pusat dan daerah (Sirtegju2001). Pada
akhirnya pemerintah akan melakukan transfer darensfer dana ini berupa
dana perimbangan.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Dana Perimbateydiri dari
Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), @aAlokasi Khusus
(DAK). Pemberian dana perimbangan ditujukan unt@ngurangi disparitas
fiskal vertikal (antara pemerintah pusat denganeyertah daerah) dan juga
untuk membantu daerah untuk membiayai kewenangan.

Dana Perimbangan adalah pengeluaran alokatif aaggsemerintah
pusat untuk pemerintah daerah yang ditujukan ukeperluan pemerintah

daerah (www.ksap.ojg Kuncoro (2007) menyebutkan bahwa PAD hanya

mampu membiayai belanja pemerintah daerah palimggitisebesar 20%.
Kemandirian bagi daerah belum sepenuhnya terlakkanena mereka masih

menggantungkan aliran dana dari pemerintah pusasusnya DAU.



Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersurdber APBN
yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemamgeuangan antar
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisgsanTdari desentralisasi
yaitu untuk mempercepat pembangunan disamping tetemaksimalkan
potensi daerah untuk membiayai kebutuhan daeraha Ddokasi Umum
memegang peranan yang sangat dominan dibandingkabes dana lain,
untuk itu DAU diharapkan dapat digunakan secarétiéfdan efisien untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pemberian DAU diharapkan benar-benar dapat mengudssparitas
fiskal horizontal daerah yang mempunyai tingkatidggan fiskal yang relatif
sama dalam mengimplementasikan otonomi daerah. aBadiharapkan
mampu mengalokasikan sumber dana ini pada seklttorsproduktif yang
mampu mendorong adanya peningkatan investasi daldadan juga pada
sektor yang berdampak pada peningkatan pelayanaiikplyang pada
gilirannya dapat meningkatkan kontribusi publik hemtap pajak.
Kemandirian daerah menjadi semakin tinggi seideggan meningkatnya
kapasitas fiskal daerah dan pada gilirannya tanggawab pemerintah untuk
memberikan DAU bisa lebih dikurangi.

Namun realitas menunjukkan bahwa dalam perkemloandgerah
tidak menunjukkan peningkatan kemandirian. Abdultn Halim (2003)
memberikan bukti bahwa DAU mempunyai pengaruh y#igh kuat
terhadap belanja daerah daripada pengaruh PADdigrhbelanja daerah.

Daerah cenderung mempertahankan penerimaan DAU redikigan



jumlahnya yang sangat besar daripada mengupayakamngbatan
pendapatan sendiri.

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumberAdRBIN yang
dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuatukumembantu
mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusaaldden sesuai dengan
prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus ada bermaggscam diantaranya
dana alokasi khusus untuk pendidikan, dana aldd4asus untuk kesehatan,
dana alokasi khusus untuk pembangunan jalan dadaiai. Dana Alokasi
Khusus untuk pendidikan digunakan untuk pembeliakukbuku pelajaran,
pembelian perlengkapan sekolah dan lain-lain yaaygadmembantu dalam
proses belajar mengajar dan berdampak pada petangkaalitas kecerdasan
masyarakat daerah.

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari NA\BBng
dialokasikan kepada daerah berdasarkan presentasgk umendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan désasireDana Bagi Hasil
terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana BagsiHaumber Daya Alam.

Dana Bagi Hasil Pajak adalah bagian daerah yangsakerdari
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Biayalétean Hak atas
Tanah dan Bangunan ( BPHTB), Pajak Penghasilan \PPsal 25 dan
Pasal 29, Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negani EIPH Pasal 21. Tarif
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikenakan digek gpajak bumi dan
bangunan adalah sebesar 0,5%. Penerimaaan negardiaya perolehan

hak atas tanah dan bagunan dibagi dari 20% untulefetah pusat dan 80%



untuk pemerintah daerah. Dana Bagi Hasil dari pera@n pasal 25 dan
pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negerigmerimaan PPH pasal
21 dibagi dengan imbangan 60% untuk kabupatenlata dan 40% untuk
provinsi yang telah ditetapkan oleh Menteri KeuamgB®engan adanya
transfer dari pemerintah pusat yang berupa danahaag pajak diharapkan
kegiatan pemerintahan daerah lebih ditingkatkarutdema sarana dan
prasarana umum. Contohnya, dengan perbaikan jatagngudah mulai rusak,
pembangunan jalan-jalan di pedesaan dan lain-lain.

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam adalah bagian atlag@ang
berasal dari penerimaan sektor kehutanan, pediagaim umum, perikanan,
minyak bumi, gas alam, dan panas bumi. Dari beibhgsil penerimaan
sumber daya alam ada beberapa pembagian. DanaHBatjiSumber Daya
Alam dari sektor kehutanan, sebesar 20% untuk petakan dan 80%
untuk daerah. Dana Bagi Hasil Sumber Daya AlamaRdrangan Gas Bumi
dibagi dengan imbangan 69,5% untuk pemerintah @598 untuk daerah.
Transfer dari pemerintah pusat yang berupa danahbag sumber daya alam
digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masgiadgntaranya dengan
subsidi konversi minyak tanah ke gas. Subsidi pupokik meningkatkan
hasil pertanian, selain itu juga digunakan untukmipgngunan kantor
kehutanan, perikanan dan lain-lain untuk menunjeegiatan pada daerah
tersebut agar lebih maju.

Belanja Modal merupakan belanja yang mempunyai faaan

melebihi satu tahun anggaran dan akan menambahtasekekayaan daerah



serta akan menimbulkan konsekuensi menambah befang bersifat rutin

seperti biaya pemeliharaan (Halim, 2004:73). Muri#003:36) juga

menyatakan hal senada. Belanja modal memiliki kerahik spesifik yang

menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam ajsk@Egiannya.

Pemerolehan aset tetap juga memiliki konsekuensa geban operasional
dan pemeliharaan pada masa yang akan datang (&I&ichn, 1992).

Belanja Modal yang dilakukan pemerintah daerah rantain:
pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kieselagau transportasi,
sehingga masyarakat juga memiliki manfaat dari @ergbnan daerah.
Pembangunan daerah tersebut antara lain adalah apgmian pada
infrastruktur. Pembangunan pada infrastruktur ddadambangunan jalan,
alat komuninikasi, dan listrik. Kemajuan infrastuk cukup menentukan
dalam daya saing perekonomian. Dengan kemajuaastndiktur juga dapat
membuka akses atau hubungan dengan daerah lain.

Salah satu contoh mengenai hal tersebut adalahdpkam daerah
masyarakatnya mempunyai keterampilan atau kerajimgha dengan adanya
infrastruktur yang baik hal tersebut dapat di ketableh daerah lain.
Tersedianya infrastruktur yang baik juga dapat mgiatkan efisiensi dan
efektivitas di berbagai sektor. Produktivitas maakat yang semakin tinggi
diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan kebodphda masyarakat
pedesaan.

Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjpginingkatan

pelayanan di berbagai sektor, terutama sektor kuBlebagai konsekuesi,



pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belamjagylebih besar untuk
tujuan ini. Dalam penciptaan kemandirian daeralmeyetah daerah harus
beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelaygnelik dan

perbaikan dalam berbagai sektor. Tuntutan untukgoiesh struktur belanja
menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-dagaaly mengalami

kapasitas fiskal rendah (Halim, 2001). Dalam upagfaingkatan kemandirian
daerah pemerintah daerah juga dituntut untuk menmgajkan potensi

pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memderiroporsi belanja
modal yang lebih besar untuk pembangunan pada rsssfttor yang

produktif di daerah.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam memenubkasi dana
untuk belanja daerah sebenarnya harus menjadi sudamea utama untuk
menjalankan pembangunan daerah, namun pada kemyggagemerintah
daerah belum mampu mengoptimalkan potensi daerdbk umenggali
sumber pendapatan daerah. Pemerintah daerah magih bsrgantung
terhadap pemerintah pusat dan provinsi dalam nskah pemerintahan.
Hal ini berarti bahwa daerah otonom belum sepenaltweyhasil menjalankan
tugas sebagai daerah otonomi.

Untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal damyalkebutuhan
pendanaan daerah yang cukup besar, pemerintah mlkamnbedana
perimbangan yang merupakan transfer pemerintah.plursensfer Pemerintah
Pusat meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi KieysDana Bagi Hasil

Pajak, dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam.



Transfer pemerintah pusat di pemerintahan atau jpaiginsi Jawa
Timur sebaiknya dioptimalkan, sebagai potensi peatda yang dimiliki
untuk memberikan proporsi belanja modal yang lelbsar dalam
pembangunan pada sektor-sektor yang produktif deratea Bantuan
pemerintah pusat dan provinsi masih sangat diharaglalam menutupi
sebagian besar pengeluaran pemerintah daerah. iReinan kabupaten atau
kota di Jawa Timur masih harus bekerja keras dataenggali dan
mengembangkan potensi daerah yang dimiliki, untelvajudkan tujuan dari
otonomi daerah, yaitu mampu meningkatkan kemamdidaerah dalam
menjalankan pemerintahannya.

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian Gwan Simanjuntak
dari Universitas Sumatera Utara. Perbedaan pereliti dengan penelitian
sebelumnya yaitu data dan sampel penelitian tidekasdengan penelitian
sebelumnya karena sampel yang digunakan pada teemeini adalah
kabupaten atau kota yang di wilayah provinsi Jawaur dan periode yang
digunakan adalah tahun 2007 — 2009.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, makalipeme&ngambil
penelitian dengan judtlPengaruh Transfer Pemerintah Pusat terhadap
Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten atau Kta di Jawa

Timur”.



B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, makalipemembuat
perumusan masalah yaitu : Apakah ada pengarubférapemerintah pusat
yang terdiri dari dana alokasi umum, dana alok&sisks, dana bagi hasil
pajak, dan dana bagi hasil sumber daya alam tephaddisasi belanja modal

pemerintah kabapaten atau kota di Jawa Timur?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tdarapenelitian
ini adalah untuk menganalisis pengaruh transfergpenah pusat yang terdiri
dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dagiahlasil pajak, dan dana
bagi hasil sumber daya alam terhadap realisasnjael@modal pemerintah

kabupaten atau kota di Jawa Timur.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihalkakihyang
berkepentingan. Secara terperinci manfaat penelitm adalah sebagai
berikut:
1. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaajfi lpéhak-pihak
yang berkepentingan. Manfaat dari penelitian iglakl sebagai berikut :
a. Bagi Pemerintah Pusat, hasil penelitian ini dihkaapdapat digunakan

sebagai bahan informasi dalam melakukan penilai@betkhasilan



implementasi otonomi daerah pada Pemerintah Kabodau Kota di
provinsi Jawa Timur dibanding provinsi lain

b. Bagi Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kotd paselitian ini
diharapkan dapat digunakan sebagai informasi masy&ag berupa
bukti empiris tentang pengaruh dan alokasi umummadalokasi
khusus, dana bagi hasil pajak, dan dana bagi basiber daya alam
terhadap belanja modal bagi Pemerintah Kabupaten Kbta di
Provinsi di Jawa Timur, dan dapat menjadi baharukes atau acuan
dalam penyusun APBD pada periode yang akan merglatan

c. Bagi Peneliti yang lain, yang tertarik dengan piia@l yang sejenis
diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagjaab referensi.

2. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambatbgelaharaan
atas pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ekaoomi yang
berkaitan dengan sektor publik. Hasil penelitian diharapkan dapat
bermanfaat bagi:

a. Bagi Penulis, Penelitian ini dapat menjadi bahansukan jika
dikemudian hari penulis diminta pendapat yang btrka Dana
Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hd&&dljak, dan
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam berkaitan sertiara Modal
Pemerintah Kabupaten atau Kota di provinsi di Jainaur.

b. Bagi Aparat Pemerintahan, Penelitian ini diharapkaembuka

wawasan baru yang berkenaan dengan Dana Alokasini)JrBana
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Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Danai Bigil Sumber

Daya Alam yang berkaitan dengan Belanja Modal.

E. Sistematika Penulisan

Bab satu adalah pendahuluan yang berisi mendatei belakang
masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, aaanpenelitian dan
sistematika penulisan skripsi

Bab dua adalah tinjauan pustaka yang memaparkan- tesori yang
menjadi landasan dalam melaksanakan penelitianaulan teoritis tersebut
meliputi anggaran pendapatan dan belanja daerabripean daerah, transfer
pemerintah pusat — dana perimbangan ( dana alekasm, dana alokasi
khusus, dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil surdaya alam ), belanja
modal, tinjauan penelitian terdahulu, serta keranggnseptual dan hipotesis
penelitian.

Bab tiga adalah metode penelitian yang berisi tgntéerangka
operasional penelitian. Oleh karena itu, dalam Io@bakan dijelaskan
mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel |p@ame metode
pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuariable, serta metode
analisis data yang digunakan.

Bab empat adalah analisa data dan pembahasan. Cadémini
menjelaskan mengenai analisis data dan pembahas#anlata yang diperoleh

secara kuantitatif dan statistik. Dan mendesktiasil penelitian berdasarkan
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data-data yang telah dikumpulkan, pengujian, danbadasan hasil penelitian
yang akan diuraikan.

Bab lima adalah bab penutup yang berisi hasil agbirelitian yang
terdiri dari kesimpulan dari pembahasan penelitketerbatasan penelitian,

serta saran-saran untuk penelitian berikutnya.



